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ABSTRAK

Dalam mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah, sumber hukum utama
adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena
itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi
syarat dan rukun sahnya suatu perjanjiadal yang menarik bagi penulis
mengangkat kasus sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Tinggi Agama yaitu
karena adanya perbedaan pendapat atau hasil putusan akhir antara Pengadilan
Agama tingkat pertama Dengan Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga penulis
tertarik untuk meneliti lebih lanjut, apa pertimbangan yang di gunakan sehingga
menjadikan putusan akhir Hakim Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim
Pengadilan Agama Sebelumnya berbeda.

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini, maka rumusan masalah
penlitian ini adalah bagaimana keabsahan akad pada kasus sengketa ekonomi
syariah yang di gunakan para pihak yang bersengketa dan apa pertimbangan dan
dasar hukum yang di gunakan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada putusan no
0005/Pdt.G/2013/PTA.Yk akad  mudarabah),  0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk
(mudarabah mugayyadah), dan 0063/Pdt.G/2011/PTA.YK  mfudarabah
mutlagah)?

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reseach)
penelitian yang bersumber dari data lapangan yaitu kasus sengketa ekonomi
syariah di Pengadilan Tinggi Agama yang didukung oleh buku-buku yang
berkenaan dengan hak milik atas tanah. Penelitan ini bersifat deskriptif kualitatif
yaitu penelitian yang akan mendeskripsikan obyek penelitian tertentu, yaitu kasus
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-
2014 pada putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/pdt.g/2011/PTA.Yk
(mudarabah mutlaqah), 0040/pdt.g/2012/PTA.YK nfudarabah muqayyadah)
0005/pdt.g/2013/PTA.Yk akad mudarabah)” dan diadakan suatu analisa hukum
tentang keabsahan akad dan menyimpulkan. Pendekatan yang digunakan dalam
pendekatan ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan
pada aturan-aturan hukum yang berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum
Islam.

Adapun hasil penelitian ini adalah akad/perjanjian dari Kasus Sengketa
Ekonomi Syariah No Putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, dan No Putusan
05/Pdt.G/2013/PTA.Yk, telalsah menurut undang-undang (KUHPerdata pasal
1320, Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07 tentam@idarabah).

Namun untuk kasus sengketa ekonomi syaNahPutusan 40/Pdt.G/2012/PTA.YK,
penulis tidak dapat meneliti akad transaksi yang digunakan oleh para pihak
dikarenakan kasus tersebut belum sampai kepada tahap pembuktian sehingga
tidak ada alat bukti yang dapat diteliti.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan tesis ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No.

0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan Tunggal

Keterangan

Tidak dilambangkan
be
te
Es (titik di atas)
je
Ha (titik di bawah)
ka dan ha
de
zet (titik di atas)
er
zet
es
es dan ye
es (dengan titik di bawah
de (dengan titik di bawah)

te (dengan titik di bawah)

Xi



zet (dengan titik di bawah)
koma terbalik (di atas)
ge
ef
qgi
ka
el
em
en
we
h&’ ha
hamzah apostrof

ya&’ ye

Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkawaddah ditulis rangkap.
Contoh : J» ditulis nazzala.
U« ditulis bihinna.
Vokal Pendek
Fathah (__ ) ditulis a,Kasrah (__) ditulis i, danDammah ( _" ) ditulis u.
Contoh : 2l ditulis ahmada.
&8 ditulis rafiga.
Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulig, bunyi i panjang dituli$ dan bunyi u panjang ditulis u
masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.
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Fathah + Alif ditulis a

U ditulis fala
Kasrah + Ya’ mati ditulis 1’
(3l ditulis misag

Dammah + Wawu mati ditulis u
J sl ditulis usul

Vokal Rangkap

Fathah + Ya’ mati ditulis ai
@) ditulis azZubhaili
Fathah + Wawu mati ditulis au
P ditulis rauq.

Ta’ Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al’ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dnegan ha/h.

Contoh ‘&l ixy,  ditulis Raudah al-Jannah.
Hamzah

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya.

o ditulis inna
Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan leamg apostrof ( ).
sday ditulis wat "un

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai
dengan bunyi vokalnya.
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b ditulis raba’ib

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof
(")

052l ditulis ta khuzuna.

Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al.

58l ditulis alBagarah.

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf | diganti dengan hurwyamsiyvah yang
bersangkutan.

sl ditulis an-Nisa’.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan
yang berlaku di sana sepetiazi (gadi).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pendlitian

Sumber daya insani merupakan salah satu determinan yang sangat penting
dalam pembangunan. Hal ini mengingat bahwa manusia adalah penggerak dalam
pembangunan, yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan,
mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam,
mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta
meletakkan semuanya dalam satu wadah.

Menurut Syafi'i Antonio, sumber daya yang optimal memerlukan dua jenis
kualitas, (1)Profesional quality (2) Moral Quality. Professional quality yang
mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Adapua quality,
menunjukkan bahwa dimensi moral yang dikehendaki untuk dikuasai oleh sumber
daya manusia telah jelas digariskdoral qualiti mengacu pada kemampuan
sumber daya manusia dalam meletakkan dirinya untuk menjalankan tugas
kesehariannya sesuai dengan aturan-aturan permainan yang telah digariskan.

Ketika seseorang sudah mempunyai skill dan juga integritas yang baik,
maka yang harus di pahami selanjutnya yaitu motivasi dalam bekerja. Sumber

Daya Insani (SDI) harus selalu menjunjung tinggi motivasi untuk maju dalam

1 Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan MakrfYogyakarta: Graha llmu,
2008), him. 26.



kehidupan dan pekerjaan yang ditekuninya. Bahwa segalanya diniatkan untuk
ibadah dalam rangka memenuhi kewajibarmya.

Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa
Ekonomi Syari'ah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada
lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 54 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1998 Jo. Undang- Undang No 3 Tahun20086.

Dalam mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syari’ah, sumber hukum utama
adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena
itu, hakim harus memahami apakah suatu akad perjanjian itu sudah memenuhi
syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian. Apakah suatu akad perjanjian itu sudah
memenuhi azas kebebasan berkontrak, azas persamaan dan kesetaraan, azas
keadilan, azas kejujuran dan kebenaran serta azas tertulis. Hakim juga harus
meneliti apakah akad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh
Syari'at Islam, seperti mengandung unsibra dengan segala bentuknya, ada
unsurgharar atau tipu daya, unsumaisir atau spekulatif dan unsdhulm atau
ketidak adilan. Jika unsur-unsur ini terdapat dalam akad perjanjian itu, maka
Hakim dapat menyimpang dari isi akad perjanjiari itu.

Dalam lilteratur yang membahas tentang kehujjahah sebagai sumber
hukum, dapat diketahui bahwarf itu telah diamalkan oleh semua para ahli
Hukum Islam, terutama dikalangan mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Ahli

Hukum di kalangan Hanafiah menggunakan istihsan dalam menetapkan hukum

2 |ka Zunia Fauzia dan Abdul KadPrinsip Dasar Ekonomi Islam Prekspektif Magashid
Al-Syari'ah,( Jakarta: Kencana, 2014), him. 293.

3 Nurul Hak, Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari'afet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras,
2011), him 199.

4 Nurul Hak, ... (Yogyakarta: Teras, 2011), him. 209.



dan salah satu bentuk istihsan ini adalah istihsan ‘urf. Para ahli hukum di kalangan
mazhab Maliki juga mempergunakanf sebagai sumber hukum terutaroef
yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum.
Hal yang menarik bagi penulis mengangkat kasus sengketa ekonomi
syari'ah di Pengadilan Tinggi Agama yaitu karena adanya perbedaan pendapat
atau hasil putusan akhir antara Pengadilan Agama tingkat pertama Dengan
Pengadilan Tinggi Agama. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut,
apa pertimbangan yang di gunakan sehingga menjadikan putusan akhir Hakim
Pengadilan Tinggi Agama dan Hakim Pengadilan Agama sebelumnya berbeda. Di
samping itu, beberapa alasan di atas yang mendorong penulis untuk meneliti
bagaimana kontrak atau akad yang di buat oleh para pihak yang bersengketa,
apakah akad/kontrak bisnis yang digunakan oleh para pihak yang berperkara telah
sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang di anut di Indonesia karena
akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan sengketa ekonomi
Syariah dan dari perselisihan yang terjadi hingga sampai ke jalur litigasi, sehingga
hakim arus mengeluarkan putusan atas kasus tersebut. Akad-akad/kontrak bisnis
yang penulis maksudkan adalah akad/kontrak yang ada di dalam sengketa
ekonomi syari'ah pada putusan no 0005/Pdt.G/2013/PTAaXkd(mudarabah)
dan 0063/Pdt.G/2011/PTA.Ykmfudarabah mutiagah) yang membatalkan putusan
Pengadilan Agama Bantul, sedangkan putusan No 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk
(mudarabah muqgayyadah) yaitu menguatkan putusan Pengadilan Agama

Yogyakarta.



Selain dari alasan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Wilayah
Hukumnya tidak seluas wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang,
namun pertumbuhan ekonominya sangat pesat sehingga penulis merasa perkara
yang masuk Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ini sangat kompleks. Oleh
karena itu penulis mengambil penelitian di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
Selain dari alasan sebelumnya, kasus sengketa Ekonomi di Yogyakarta diatur
sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang
NO. 3 Tahun 2006.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena akad adalah faktor utama penyebab terjadinya perselisihan
sengketa ekonomi Syariah dan dari perselisihan yang terjadi hingga sampai ke
jalur litigasi, maka hakim arus mengeluarkan putusan atas kasus tersebut, dari
sebab itu, maka rumusan masalah penlitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan akad pada kasus sengketa ekonomi syariah yang di
gunakan para pihak yang bersengketa?

2. Apa pertimbangan dan dasar hukum yang di gunakan Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa ekonomi
syari’ah pada putusan no 0005/Pdt.G/2013/PTA.Yikad mudarabah),
0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk udarabah muqayyadah), dan
0063/Pdt.G/2011/PTA.YK thudarabah mutlagah)?

C. Tujuan Pendlitian Secara Umum
Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan yang

hendak dicapai adalah:



Untuk mengevaluasi keabsahan Akad yang di buat para pihak yang
bersengketa serta mengetahui apa saja landasan hukum yang di pake Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta dalam menangani kasus sengketa ekonomi syari'ah.

D. Kegunaan Hasil Pendlitian
1. Sebagai gambaran serta sosialisasi kepada masyarakat Yogyakarta,
menganai peraturan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang sengketa

Ekonomi Syariah saat ini dipegang dan diselesaikan di Pengadilan Agama.

2. Untuk mensosialisasikan bagaimana pentingnya keabsahan akad dalam
berkontrak, agar dapat mengantisipasi terjadinya sengketa yang di sebabkan
karena kelalaian dalam membuat akad (kontrak).

E. Telaah Pustaka

Pada tahap ini penyusun telah menyadari banyak penelitian tentang
kompetensi hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah atau premis lain
yang hampir sama. Objek penelitia tersebut selalu menarik untuk diteliti, sehingga
peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut karena ada sesuatu yang berbeda dari
peneliti-peneliti sebelumnya, dalam hal ini peneliti lebih dalam mengkaji tentang
keabsahan akad yang di pakai oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam proses penelusuran refrensi yang dapat di sandingkan pada
penelitian ini sebagai bukti orisinalitas penelitian ini:

llly Yanti® dalam penemuan pada disertasinya di Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul Efektifitas

® |lly Yanti, Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Peradilan Agama (Study Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2014). HIm. ii.



Penerapan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Studi
Kasus Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara
Eekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2014 yaitu Pasca
diundangkannya UU No. 3 Th 2006 tentang Peradilan Agama, maka secara
otomatis telah membawa perubahan dari segi kedudukan, kewenangan dan
pengawasan kelembagaan Peradilan Agama. Dari segi kewenangan, Peradilan
Agama telah memiliki kewenangan baru yaitu tentang perkara Ekonomi Syari’ah.
Kendati dalam kenyataan bahwa UU No. 3 Th 2006, belumlah efektif, hal ini
terlihat bahwa sejak diundangkan aturan tersebut, masih minimnya perkara
ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama. Efektif atau tidaknya suatu
peraturan perundang-undangan terkait denganfaktor yang melatar belakangi. Hal
ini pula yang terjadi pada UU No. 3 Th 2006, diantara faktor-faktor tersebut
adalah faktor Undang-Undang (hukum), penegak hukum (hakim), sarana dan
fasilitas, masyarakat dan budaya. Dari segi Undang-Undang, maka Undang-
Undang No. 3 Th 2006 telah efektif. Bila dilihat dari kesiapan Hakim Peradilan
Agama sebagai salah satu faktor penentu juga telah menunjukkan sudah efekitf.
Namun, dalam faktor budaya dan masyarakat belum efektif, karena masih
minimnya perkara ekonomi syariah yang di ajukan ke Pengadilan Agama.

Fathor RaZi dalam penemuan pada tesisnya di Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2013 yang berjudul

Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Di Lingkungan Peradilan Agama

® Fathor Raz; Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis
Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad Syirkah ljarah Multijasa Dan Akad
Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim Kebutuhan Keluafyagyakarta: Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga, 20013). HIm. ii.



(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Tentang Kasus Sengketa Akad
Syirkah ljarah Multijjasa Dan Akad Mudhorobah : Simpanan Berjangka Penjamim
Kebutuhan Keluarga). Dengan Hasil penelitiannya mengenai mekanisme hukum
yang di tetapkan di pengadilan agama bantul di tempuh melalui mekanisme
hukum mediasi dan litigasi. Sebagai acuan mediasi di atur dalam peraturan
undang-undang no 4 tahun 2004 pasal 3 ayat (1) uu no.30 th 1999 yang tertuang
dalam pasal 6 ayat 1 pasal 3 KUH perdata BAB XVIII perdamaian sesuai pasal
130 jo pasal 131 PERMA No. 1 Th 2008 sesuai pasal 19 ayat (1) pasal 14 ayat
(1) dan ayat (4) di lanjutkan dengan pasal 12 ayat (1) sedangkan melalui proses
berita acara persidangannya mengacu pada undang-undang no. 7 tahun 1989
pasal 56 ayat (1), UU No. 3 Th 2006 sebagai legalitas formil, yang termaktub
pada pasal 49 (i), dan UU No. 48 Th 2009 Jo. U No. 4 Th 2004. Hanya ada
beberapa ketentuan tertentu mengenai dewangsom yang tidak diberlakukandi
pengadilan agama bantul. Selain itu masalah dewangsom menjadi perdebatan
diantara para ulama. Berkenaan dengan dasar pertimbangan putusan hakim sesuai
ketentuan-ketentuan hukum Islam yaitu Al-qur'an, hadist, kaidah figh, produk
pemikiran ulama: Fata DSN MUI sop KJKS, dan hukum positif sesuai PERMA
No. 2 Tahun 2008 tentang KHES

Umroh Nadhiroh pada tesisnya di Program Magiater kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2008 yang berjudul Perluasan
Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan

Agama Purbalingga No. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun 2006, dengan hasil

" Umroh Nadhiroh Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Agama Purbalingga No. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun RB@Biarang: Program Magiater
kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008). HIm. ii.



penemuannya yaitu Pertimbangan hakim secara hukum berkaitan dengan kasus
putusan pengadilan agama Purbalingga no. 1047/Pdt. G/2006/PA.Pbg Tahun 2006
untuk di jadikan dasar dalam pengambilan putusan yang di ambil dari berbagai
sumber literatur atas perkara tersebut, sehingga hakim memutuskan bahwa
gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat
diterima selain dan selebihnya; dan Faktor pendukung dan penghambat dengan di
jalankannya undang-undang No. 3 Th 2006 tentang perubahan atas undang-
undang No. 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama dibidang ekonomi syariah.faktor
pendukungnya adalah bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar umat Islam,
cepatnya perkembangan dibidang ekonomi syariah di Indonesia,pihak terkait
dengan pengadilan Agama dan dibuatnya sebagai peraturan perundang-undangan
tentang ekonomi syariah, sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya
perhatian pemerintah, terbatasnya bahan materi secara riel dan cara inferior
masyarakat mengenai Pengadilan Agama.
F. Kerangka Teori

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa
perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu
perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama
antara lain dalam bidang Ekonomi Syariah. Di samping itu, lahirnya Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga telah memberikan nuansa
baru pada lembaga Peradilan Agama, sebab pengaturan wakaf dengan Undang-

Undang ini tidak hanya menyangkut tanah milik, tetapi juga mengatur tentang



wakaf produktif yang juga menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama untuk
menyelesaikan berbagai sengketa dalam pelaksanaannya.

Menurut llly Yanti dalam disertasinya yang berjudul “Efektifitas
Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
(Study Tentang Kewenangan Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara
Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama)” mengatakan masalah Ekonomi Islam
juga menarik perhatian umat Islam beberapa tahun terakhir. Hal initer
buktidengan lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 yang memasukkan
Ekonomi Syariah ke dalam kewenangan Peradilan Agama. Undang-Undang ini
lahir atas pertimbangan banyaknya kemunculan lembaga keuangan yang berbasis
syariah, baik mikro maupun makro, seperti pembentukan cabang syariah pada
perbankan konvensional dan dibukanya bank-bank berbasis syariah, seperti Bank
Muamalat dan Bank Syariah Mandiri.

1. Perjanjian (akad)

Menuru pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian di artikan sebagai suatu
perbuatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang
lain atau lebilf Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan tersebut adalah
tidak lengkap, dan terlalu luas karena yang dirumuskan itu hanya mengenai

perjanjian sepihak saja.

8 KUH Perdata, (Bandung: Citra Umbara, 2007), him. 343.
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Sementara itu, menurut Yan Pramadya puspa, perjanjian adalah suatu
perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang kepada orang lain
untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau perbuatan Rukum.

Dalam Hukum Islam, perjanjian disebut juga dengan akad, dari segi
etimologi, akad berarti “ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata
maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi”. Bisa juga
berarti sambungan dan janji. Sedangkan menurut terminologi ulama figih, akad
dapat di tinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum,
pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi
bahasa menurut pendapat mazhab Syafi’i, mazhab Mailiki dan mazhab Hambali,
yaitu segala sesuatu yang di kerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya
sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang membentuknya
membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

a. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian
Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi aturan dasar,
yaitu:

1) Asas konsensualisme : Asas ini terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata
yang menyatakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya
kesepakatan di antara para pihak.

2) Asas kebebasan berkontrak : Asas ini terdapat pada ketentuan pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “ semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang bagi mereka yang membuatnya”.

® Chairumman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika), him. 1.
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3) Asas mengikatnya kontrak : Setiap orang yang membuat perjanjian, maka
dia terikat untuk memenuhi peerjanjian tersebut karena perjanjian
tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut
mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

4) Asas itikad baik : Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata yang berbunyi “ perjanjian harus dilakukan dengan itikad

baik”.

2. Mudarabah
a. Pengertian akadMudarabah)

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari #atégd, bentuk masdar
adalah kata Agada dan jamaknya adaladl-* Ugud yang berarti perjanjian (yang
tercatat) atau kontrak. Sedangkan dalam Ensiklopedikum Islambahwa kata
al-‘aqd yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakagaittifaq).'* Dari
pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang
mengikat.

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat
diantaranya adalah Wahbah Zuhaili dalam kitakady@igh Al Islami wa adillatuh
yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan

antara ijab dan gabul atas diskursus yang dibenarkansgéh’ dan memiliki

10 AW. Munawwir, “Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Lengkap”,
(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), him. 953.

2 Abdul Aziz Dahlan dan dkk‘Ensiklopedi Hukum Islam”,(Jakarta: PT
Ichtiar Baru van Hoeva, 2001), jilid 1, him. 63.
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implikasi hukum tertentd? Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad
adalah perikatan antara ijab dengan gabul secara yang dibenarkan syara’ yang
menetapkan keridlaan kedua belah pitiak.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu
perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan
masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi
mereka yang berakad.

Mudarabah adalah salah satu akad kerja sama kemitraan berdasarkan prinsip
berbagi untung dan rugpiofit and loss sharing princip)e dilakukan sekurang-
kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan
modal, disebutkhahibul mal, sedang ke dua memiliki keahlian dan bertanggung
jawab atas pengelolaan dana/ menejemen usaha halal tertentu, disepin.**

b. Asas-asas akad (perjanjian dalam Islam)
Asas-asas perjanjian dalam Islam adalah sebagai berikut:

a) Asas ibahah

b) Asas konsensualisme

c) Asas janji itu mengikat

d) Asas kemaslahatan

e) Asas keseimbangan

f) Asas amanah

12 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah”(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010), him. 48.

13 T.M. Hasbi Ash-Shieddieqy‘Pengantar Figh Muamalah! (Jakarta: PT. Bulan
Bintang, 1984), him. 21.

14 Makhalul ilmi SM. Teori Dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah
(Yogyakarta: Ull press Yogyakarta, 2002), him. 32.
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g) Asas keadilan
h) Asas kebebasan berakad
c. Syarat dan rukun akaehudarabah
Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akaflakibu/ mal dan mudarib)
adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena
mudarib bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna
mewakilkan. Mudharabah sah dilakukan antara seorang muslim deabarz
dzimmah (nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam) atau nonmuslim
yang mendapat perlindungan di negeri Isfam.
Rukun mudarabah:
1) Adanya dua pelaku atau lebih: Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik
modal dan pengelola modal.
a) Objek transaksi kerjasama, yaitu modal, usaha dan keuntungan.
-Modal
Ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:
(1) Modal harus berupa alat tukar atau satuan mata uang (al-naqd).
(2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui.
(3) Modal diserahkan harus tertentu
(4) Modal diserahkan kepada pihak pengelola, dan pengelola

menerimanya langsung, dan dapat beraktivitas dengannya.

15 Wahbah Az-zuhailiFikih Islam Wa Adillatuhuyilid 5, cet-1, (Jakarta: Gema Insani,
2011), him. 482.
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b) Pelafalan perjanjiarisighah) adalah, ungkapan yang berasal dari kedua
belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya.
Shighah ini terdiri dari ijab gabul.

3. Sengketa Ekonomi Syariah.

Dengan munculnya berbagai produk perbankan syariah, maka tidak menutup
kemungkinan timbulnya wanprestasi terhadap akad atau perjanjian yang
dibuat.untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, maka perlu
lembaga peradilan yang paham tentang akad yang dibuat. Untuk itu, melalui
tuntutan mayoritas umat Islam maka Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun*2006.

Berdasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama ditegaskan bahwa peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan perkara termasbkohomi Syari'ah” Yang
dimaksud dengan Ekonomi Syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang
dilaksanakan menurut prinsip syari'ah yang meliputi Bank Syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan
surat berharga berjangka  menengah syariah, sekuritas syari’ah, pembiayaan
syari’ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis
syari‘ah.

Ruang lingkup wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004

tidak hanya dalam ruang lingkup benda tidak bergerak saja, tetapi meliputi benda

% 1y Yanti, Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 3 (yogyakarta:
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), him. 5.
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wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud seperti uang, ogam mulia, hak
sewa, transportasi, dan benda bergerak lainnya. Wakaf benda bergerak ini dapat
dilakukan oleh wakif melalui lembaga keuangan syari'ah yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku seperti bank syari'ah.
Kegiatan wakaf seperti ini termasuk dalam kegiatan ekonomi dalam arti luas
sepanjang pengelolaannya berdasarkan prinsip syari’ah.

Menurut Abdul Manan, dalam bukuny&tkum Ekonomi Syari’ah Dalam
Prespektif Kewenangan Peradilan Agamaényatakan bahwa Ekonomi Syariah
dibahas dalam dua disiplin ilmu, yaitu llmu Ekonomi Islam dan Ilmu Hukum
Ekonomi Islam. Ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Peradilan Agama
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan
Agama berhubungan dengan Iimu Hukum Ekonomi yang harus diketahui oleh
para hakim di lingkungan lembaga Peradilan Agama. Dalam berbagai peraturan
yang ada kaitannya dengan Ekonomi Syariah, belum ada aturan khusus yang
menatur tentang hukum formil (hukum acam@n hukum materiil tentang
ekonomi sayariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada saat ini adalah
ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian kecil terdapat dalam
Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam peraturan Bank
Indonesia. Melihat kepada kasus-kaus yang diajukan oleh para pihak yang
bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
sehubungan dengan sengketa antara bank syariah dan nasabahnya, dalam

penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu
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Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna
mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu péfkara.

Cik Basir, dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di
Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah mengatakan mengenai kewenangan
atau kompetensi lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukannya dalam salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia saat ini, tidak lain harus
merujuk pada ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut ketentuan menganai
kewenangan atau kompetensi lingkungan Peradian Agama telah diatur
sedemikian rupa dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 dan pasal 66 serta pasal
73. Dalam pasal tersebut diatur baik menganai kewenangan relatif maupun
mengenai kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.

Dalam menentukan kewenangan relatif lingkungan Peradilan Agama,
khususnya bagi perkara dalam bidang perkawinan merujuk pada ketentuan pasal
66 dan pasal 73 UU Peradilan Agama tersebut. Sedangkan bagi perkara di luar
bidang perkawinan harus merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142
RBg. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU Peradilan Agama yang
menentuka bahwa Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Gtum.

Adapun menganai kompetensi absolut lingkungan Peradilan Agama diatur
sedemikian rupa dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Peradilan Agama

tersebut. Menganai ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan

7 Abdul Manan,Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan
Agamacet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), him. 426.

18 Cik Basir, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Di Pengadilan Agama dan
Mahkamah Syariatget. Ke-1 ((Jakarta: Kencana, 2009), him. 89.
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Agama setelah lahirnya UU No. 3 tahun 2006. Atas dasar undang-undang
tersebut, ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama, menjadi lebih
luas terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Dengan berlakunya
UU No. 3 tahun 2006 kewenangan lingkungan Peradilan Agama di tambah lagi
dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infak dan bidang Ekonomi Syariah.

Di samping adanya penambahan bidang kewenangan seperti diuraikan
diatas, paling tidak ada tiga hal penting yang merupakan terobosan baru berkaitan
dengan ruang lingkup kewenangan lingkungan Peradilan Agama itu sendiri. Tiga
hal dimaksud adalah:

a. Dihapusnya pilihan hukum (hak opsi) dalam sengketa kewarisan

b. Dibolehkannya lingkungan Peradilan Agama memutus sengketa hak milik.

c. Diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah
satu dasar kewenangan lingkungan Peradilan Adama.

Hasbi Hasan, Dalam Bukunya Kompetensi Peradilan Agama : Dalam
Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah mengatakan bahwa secara historis proses
awal lahirnya UU No.3 tahun 2006 berangkat dari keinginan lembaga Peradilan
Agama untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Untuk mengarah kepada
tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap perundang-undangan
yang mengatur tentang Peradilan Agama. Setelah berjalan selama lebih dari satu
dasawarsa (1989-2006), undang-undang tentang Peradilan Agama dirasakan
mulai ketinggalan zaman dan harus sesuai dengan perkembangan hukum dan

lembaga Peradilan mutakhir.

19 1bid., him. 90.
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Setelah melalui proses, akhirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang
mengatur kompetensi Peradilan Agama dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006.
Meskipun perubahan tersebut yang baru disetujui oleh DPR pada tanggal 21
Februari 2006 sangat terlambat bila dibandingkan dengan perubahan undang-
undang di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-Undang dilingkungan Tata
Usaha Negara.

Lahirnya UU No. 3 tahun 2006 ini telah membawa perubahan besar bagi
kompetensi Peradilan Agama. Dalam UU No.3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi
Peradilan Agama di perluas dengan memasukkan antara lain Eonomi Sayariah
sebagai salah satu kompetensinya. Artinya, UU No.3 tahun 2006 ini menegaskan
secara eksplisit bahwa masalah Ekonomi Syariah telah menjadi kompetensi
absolut Peradilan Agama. Dalam skala yang lebih luas, perluasan kompentesi
Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terebut merupakan
respon terhadap perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat Musliffi.

Ahmad mujahidin, menulis dalam bukunya yang berjudul prosedur
penyelesaian sengketa Ekonomi syari'ah, Kewenangan Pengadilan Agama dan
Mahkamah Syariah sebagai berikut:

a. Kewenangan umum
1) Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana pasal 49 UU No.
3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam menyelesaikan

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

% Hasbi HasanKompetensi Peradilan Agama: Dalam Pennyelesaian Perkara Ekonomi
Syariah(Jakarta: Gramata Publishing, 2010), him. 67.
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bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan
ekonomi syariah.

2) Secara umum kewenangan Mahkamah Syari'ah adalah sebagaimana
kewenangan Peradilan Agama, ditambah degngan:

a) Perkata hukum keluarga yang meliputi perkawinan, waris dan wasiat
(penjelasan pasal 49 huruf (a) Qanun Nomor 10 tahun 2002 tentang
Peradilan Syari'at Islam).

b) Perkaramuamalah (hukum perdata) yang meliputi hukum kebendaan
dan perikatan meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang piutang,
perburuhan, harta rampasan, hibah, zakat, infak, sedekah, dan hadiah
(penjelasan pasal 49 huruf (b) Qanun nomor 10 Tahun 2002 tentang
Peradilan Syariat Islam).

b. Kewenangan khusus

Secara khusus, lahirnya penerapan sistem ekonomi syariah di Indonesia

pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama

berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ikhwal ekonomi
dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem Perbankan Syariah Indonesia
ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan undang-undang dalam bidang
perbankan saja, tapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang
mengatur institusi lain, misalnya Lembaga Peradilan. Mengingat transaksi (akad)

perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan pada syari'at Islam, sehingga
sudah pada tempatnya apabila terjadi persengketaan, maka lembaga Peradilan

Agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewesizsaan
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(mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa Bank Syari’ah yang dilakukan oleh
orang-orang yang beragama lIslam dan/atau meraka dan/atau pihak-pihak yang
secara sukarela menundukkan diri dengan Hukum Islam. Maka tepatlah DPR RI
dan presiden mengamandemen UU No. 7 Tahun 1989 denan UU No. 3 Tahun
2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan
kewenangan mutlafabsolut)kepada lembaga Peradilan Agama untuk menerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sengketa Bank Syariah.

Khusus mengenai sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan
absolutPengadilan Agama adalah meliputi:

1) Sengketa dibidang ekonomi syariah antara Lembaga Keuangan dan Lembaga
Pembiayaan Syariah dengan nasabahnya.

2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama Lembaga Keuangan dan
Lembaga Pembiayaan Syariah.

3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama
Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa
kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

4) Landasan filosofis kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa
ekonomi syariah.

Kewenangarabsoluteperkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan
Agama, dengan alasan sebagai berikut:

1) Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami

permasalahan syariat Islam, sedangkan para aparat hukum Pengadila Umum

belum tentu menguasai permasalahan syariat Islam, disamping memang
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belum ada hukum materiil yang yang khusus mengatur mengenai bisnis
dengan prinsip syariat Islam.

2) Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat
ini sedang bersemangat tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang
mereka anut.

3) Sejarah pasang dan surut lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak
hanya menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem
ekonomi syariah di Indonesia yang merabah kemana-mana, maka ini
merupakan momentum yang sangat tepat yang harus dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaannya ditengah-tengah
masyarakaf:

Mengacu pada isi pasal 49 UUNo. 3 Tahun 2006 diatas, menurut Nur. A
Fadlil Lubis, sangat luas peluang yang diberikan kepada lingkungan Peradilan
Agama. Sekaligus dari sisi lain, ini merupakan tanggung jawab penting dan
tantangan besar yang harus dipikul oleh lembaga ini (Peradilan Agama). Namun
demikian, ketentuan ini bukan tidak menyisakan banyak pertanyaan. Salah satu
pertanyaannya adalah adanya ketentuan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun
1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang selama ini
dipahami bahwa Pengadilan yang menangani perkara ekonomi syariah adalah
Pengadilan di lingkungan Pengadilan Umum, termasuk yang menerima lembar
asli putusan arbitrase dan eksekusinya jika diminta para pihak, barangkali ini bisa

dijabwab dengan menerapkan kaidamsikh-mansukh bahwa ketentuan

&' Ahmad Mujahidin Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi
Syariah Di Indnesia(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 20.
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perundangan yang terbarulah yang dijalankan, yakni bahwa terhadap seluruh
perkara ekonomi syariah, kini harus berpedoman pada UU No. 3 Tahun 2006
tantang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, tidak lagi
mengacu pada ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.
G. Metode Pendlitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakéaary reseach
penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen tertentu yaitu putusan atas
kasus sengketa ekonomi syariah dari Pengadilan Tinggi Agama yang didukung
oleh buku-buku yang berkenaan dengan Ekonomi Syariah.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat perspektif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk
mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk masalah
obyek penelitian tertentu, yaitkasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014 pada putusan Pengadilan Tinggi
Agama No 0063/pdt.g/2011/PTA.Yk mdarabah mutlaqgah),
0040/pdt.g/2012/PTA.YK fudarabah mugayyadah) 0005/pdt.g/2013/PTA.Yk
(akad mudarabah)” dan diadakan suatu analisa hukum tentang keabsalkesh

dan menyimpulkan.

3. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah pendekatan
normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang

berlaku di masyarakat serta norma-norma hukum Islam.
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4. Pengumpulan Data

Data penelitian di peroleh dari :

a. Observasi/pengamatan, dengan mengamati langsung kasus sengketa
ekonomi syariah di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2011-2014
(Putusan Pengadilan Tinggi Agama No 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk
(mudarabah mutlaqgah), 0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk  nbudarabah
muqayyadah) 0005/Pdt.G/2013/PTA.Ykakad mudarabah)”. Dalam hal ini
peneliti menggunakan observasi non partisipasi, yakni peneliti hanya
mengamati putusan dari Pengadilan Tinggi Agama, tidak terlibat langsung
dalam proses persidangan. Untuk mempermudah langkah pengamatan,
peneliti mengfokuskan pada akad/kontrak bisnis yang dilakukan oleh para
pihak yang bersengketa, yang mengakibatkan perselisihan atau sengketa dan

pertimbangan hukum oleh majelis hakim tinggi.

b. Dokumentasi: metode pengumpulan data dari dokumen yang berkaitan
dengan sengketa ekonomi syariah pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama
No 0063/Pdt.G/2011/PTA.Yk mfudarabah mutlagah),
0040/Pdt.G/2012/PTA.Yk udarabah muqayyadah)

0005/Pdt.G/2013/PTA.Ykakad mudarabah).

5. Analisa Data
Pada tahapan akhir, dilakukan analisa data yang sekaligus dilakukan penarikan

kesimpulan dengan menggunakan metode:
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a. Deduktif: menganalisa data-data yang bersifat umum dengan cara
membuktikan  kebenarannya berdasarkan fakta untuk mencapai

kemungkinan kompromi.

b. Induktif: digunakan untuk menganalisa data-data yang bersifat khusus yang
mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi

kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan:
Dalam kerangka laporan penelitian ini, setidaknya terdapat pokok bahasan

penting dengan sistematika sebagai berikut:

Bab | : Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi

penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Il : Gambaran Umum Pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan
tentang Teori Akad, Teori Tentang Mudhorobah dan Toeri tentang Sengketa

Ekonomi Syariah.

Bab IIl : Laporan Hasil Penelitian. Dalam BAB ini, akan menguraikan
tentang sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Struktur
Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan mekanisme penyelesaian
sengketa Ekonomi syariah yang di tangani oleh Pengadilan Tinggi Agama

Yogyakarta.
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Bab IV : Analisis. Bab ini berisi hasil penelitian yang kemudian dibahas

untuk menemukan jawaban-jawaban atau masalah-masalah dalam penelitian.

Bab V : Penutup. Bab ini berisikan pernyataan-pernyataan singkat yang

merupakan jawaban atas masalah-masalah dalam penelitian.
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BABV

PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah peneliti kemukakan pada BAB sebelumnya,

dengan menggunakan landasan teori yang telah dipaparkan oleh peneliti pada
BAB II, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

Pada Kasus Sengketa Ekonomi Syariah ini, pihak pembanding yaitu Yuli
Trisniati tidak dapat menunjukkan akad perjanjian diantara para pihak, yaitu Yuli
Trisniati dengan BMT Isra, namun menurut Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta, Formulir Permohonan menjadi Anggota BMT Isra
sebagai alat bukti yang ditunjukkan oleh Yuli Trisniati kepada majelis hakim
Tinggi, dan menurut majelis Hakim Tinggi formulir tersebut merupakan Akad
secara tertulis, melalui korespondensi. Sehingga peneliti dapat meneliti akad yang
ada dan akad tertulis yang berupa formulir tersebut sah menurut undang-undang
(KUHPerdata pasal 1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUI No.07
tentang Mudarabah). Untuk pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan,
majelis hakim menggunakan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, UKM No.
35.2/PER/M.KUKM/X/2007, Undang-Undang No. 3 Tahun, pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES), NO: 07/DSN-MUI/IV/2000, Pasal 37 dan 39 Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 181 ayat (1) HIR .
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2. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk

Pada kasus sengketa Ekonomi Syari'ah ini, peneliti hanya dapat meneliti
putusan dari Pengadilan Agama Tingkat Pertama, karena tidak ada alat bukti yang
berupa akad yang dapat diteliti serta putusan dari Majelis Hakim Tinggi Agama
Yogyakarta, karena Majelis Hakim Tinggi tidak memutus sendiri perkara ini,
melainkan hanya menguatkan putusan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Dari
pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat di ambil kesimpulan bahwa pertimbangan
dalam mengambil putusan, Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan pasal 50
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pasal 4 ayat (1)
huruf ¢ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, pasal 3 ayat (1) huruf f dan pasal 4
ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.
3. Kasus Sengketa Ekonomi Syariah No Putusan 05/Pdt.G/2013/PTA.Yk

Pada kasus sengketa ekonomi syariah ini, perjanjian/awWadarabah
(tertulis) yang menjadi sengketa para pihak sepasang suami Isteri yaitu Budi
Legowo dan Akhadina Nurhayati dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk Kantor Cabang Syariah dan Pusat Koperasi Syari'ah BMT Amratani ini
sudah sesuai menurut undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
pasal 1320), Hukum Islam (KHES dan Fatwa DSN MUl No.07 tentang
Mudharabah). Untuk pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, Majelis

Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menggunakan Dasar
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hukum Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Pasal 1324 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, Pasal 10 ayat (1), pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 181 HIR.
B. Saran
1. Lembaga Keuangan Miro Syariah

Agar tidak terjadi kesalahan seperti yang terjadi pada BMT Isra, maka
Lembaga Keuangan Syariah Harus lebih Berhati-hati dalam mengelola dana,
meningkatkan kualitas SDM, serta lebih ketat lagi dalam memberikan syarat,
pengawasan terhadap segala macam pembiayaan dan usaha yang dijalankan oleh
nasabah. Disamping itu Lembaga Keuangan Syariah harus memiiliki konsultan
hukum, agar dapat tertata rapi semua pencatatan administrasi, dan yang paling
penting lagi konsultan dalam pembuatan akad/perjanjian kerjasama, baik Investasi
maupun Pembiayaan.
2. Nasabah Pada L embaga Keuangan Syariah Maupun Perbankan Syariah

Untuk nasabah pada Lembaga Keuangan syariah, dalam menambil keputusan
apapun, harus mempertimbangkan antara keuntungan dan resiko terhadap
keputusan yang diambil dalam menjalankan kerjasama. Harus benar-benar tahu
tentang kemungkinan-kemungkinan resiko yang terjadi, terutama pada barang
yang dijaminkan. Berhati-hati dalam mengelola usaha yang telah dijalankan,
terutama pengaturan keuangan agar tidak terjadi kerugian akibat kurang hati-hati
dalam mengatur keuangan yang berakibat fatal untuk usaha yang sedang

dijalankan.
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